
ABSTRAKSI 

 

Skripsi dengan judul: Tinjauan yuridis mengenai pelaksanaan penetapan tarif akad nikah 

berdasarkan Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2014 di KUA Kecamatan Bantarbolang 

Pemalang berisi tentang biaya pernikahan di dalam KUA sebesar Rp0,00 dan ketika 

melaksanakan pernikahan diluar KUA atau diluar jam kerja  dikenakan tarif sebesar 

Rp600,000,00. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Bagaimana pelaksanaan Penetapan 

tarif akad nikah  setelah berlakunya Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2014 di KUA 

Kecamatan Bantarbolang (2) Bagaimana respon masyarakat di Kecamatan Bantarbolang 

Kabupaten Pemalang setelah berlakunya Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2014 (3) Dampak 

dan solusi atas berlakunya Peraturan Pemerintah No 48 di Kua Bantarbolang. Metode penulisan 

yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan secara yuridis 
sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis, yaitu didalam permasalahan yang dibahas berdasarkan 

peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang 

terjadi dalam masyarakat. Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2014 tentang tarif akad nikah yang 

berlaku pada kementerian Agama yang mengatur tentang tarif ketika melaksanakan pernikahan 

di Kantor Urusan Agama (KUA) atau diluar jam kerja dengan tarif  Rp600,000,00 dan 

melaksanakan pernikahan di dalam KUA dengan tarif Rp0,00 atau gratis. Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah ini berjalan kurang efektif, karena banyak masyarakat yang awam ketika melakukan 

pembayaran di bank.Sehingga dalam pengurusan adminitrasi nikah, masyarakat menggunakan 

biro jasa pengantar nikah sehingga terjadi penambahan biaya nikah melebihi jumlah yang telah 

ditetapkan oleh Pemerintah. Hasil penelitian menunjukan dengan  berlakunya peraturan 

Pemerintah No 48 Tahun 2014 mendapat respon positif dari penghulu karena sebelum lahirnya 

Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2014 bahwa adanya tuduhan gratifikasi yang ditunjukan 

kepada penghulu di KUA kecamatan Bantarbolang, namun tuduhan gratifikasi tersebut sudah 

tidak ada. Disisi lain setelah berlakunya Peraturan Pemerintah No 48 adanya keluhan yang 

dirasakan penghulu mengenai pencairan hak dari PNBP yang terlambat yang dapat memberatkan 

penghulu sehingga harus menggunakan dana pribadai. Masyarakat banyak yang memberikan 

respon positif terhadap Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2014 karena Pungutan liar yang yang 

sebelumnya menghantui calon pengantin menyusut secara signifikan. 
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